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ABSTRAK 
 
Mutiara Sainuddin (B11112024), Tinjauan Kriminologis 
Kejahatan Pencurian Aliran Listrik (Di Kabupaten Gowa Studi Kasus 
Tahun 2012-2014) dibimbing oleh Muhadar dan Amir Ilyas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-
faktor penyebab terjadinya pencurian aliran listrik di Kabupaten Gowa. 
serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan 
pencurian aliran listrik di Kabupaten Gowa. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Polres Gowa yang terletak di 
jalan Syamsuddin Tunru, Sumba Opu, Gowa dan PT. PLN Gowa yang 
terletak di jalan Tumanurung No.5, Somba Opu, Gowa. Data yang 
diperoleh adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan 
teknik wawancara dan pengambilan data, analisis kuantitatif Kantor Polres 
Gowa yang terletak di jalan Syamsuddin Tunru, Sumba Opu, Gowa dan 
PT. PLN Gowa yang terletak di jalan Tumanurung No.5, Somba Opu, 
Gowa.  dan dipaparkan secara deskriptif. 
Hasil penelitian yang diperoleh dari skripsi  ini adalah bahwa faktor-
faktor penyebab terjadinya pencurian aliran listrik di Kabupaten Gowa 
yaitu Faktor dari diri sendiri (manusianya), faktor ingin mempermudah 
pengurusan listrik dengan cara illegal, faktor tidak dijalankannya hukum 
dengan baik. Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh 
penegak hukum yaitu Upaya preventif yang dilakukan Polres Gowa dalam 
menanggulangi pencurian aliran listrik di Kabupaten Gowa yaitu 
melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya pencurian 
aliran listrik dan hukuman bagi pelaku pencurian aliran listrik, mendukung 
dan membantu mendampingi pihak P2TL dalam melaksanakan 
pemeriksaan dan pengamanan di masyarakat terkait kasus pencurian 
aliran listrik. Upaya represif yang dilakukan pihak PLN Gowa ketika 
pelanggan tertangkap telah melakukan pencurian aliran listrik maka 
pelanggan diberikan sanksi pencabutan listrik, sedangkan yang  bukan 
pelanggan dilakukan pembongkaran aliran listrik di tempat. Kemudian 
pihak PLN akan memanggil pelanggan dan bukan pelanggan yang 
bersangkutan ke kantor untuk diberikan pengertian dan memberitahukan 
untuk membayar kerugian yang sesuai dengan pemakaian daya yang 
illegal tersebut. Selanjutnya jika pelanggan tidak membayar kerugian yang 
disebabkan karena mencuri aliran listrik maka pihak PLN tidak akan 
memasang kembali listriknya dan bisa saja pelanggan tersebut di blacklist 
dari daftar pelanggan. Sedangkan yang bukan pelanggan bisa diserahkan 
di pihak kepolisian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, 
sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang 
merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan 
yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 
Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia karena hukum 
merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam 
kehidupan manusia, karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat 
mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. 
Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi 
hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan 
berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan 
jiwa reformasi. Dengan mewujudkan dan meningkatkan usaha-
usaha untuk memelihara ketertiban, kedamaian, dan kepastian 
hukum yang mampu mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. 
Walaupun demikian, usaha-usaha tersebut hingga kini masih 
diwarnai dengan berbagai macam masalah serta hambatan-
hambatan, salah satunya adalah kejahatan yang kerap timbul di 
tengah-tengah masyarakat yang ditandai dengan eksistensi 
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kejahatan itu sendiri sebagai suatu fenomena sosial yang terus 
meningkat dan tiada henti-hentinya. Kejahatan sebagai suatu 
fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam 
lingkungan masyarakat  sering dikaitkan dengan beberapa variabel 
sosiologis, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan.  
Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan 
masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. 
Kejahatan pula sebagai suatu gejala dalam lingkup masyarakat 
(crime in society), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-
proses social produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-
proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar 
manusia. (Yesmil Anwar :2010,57)  
Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal 
diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana 
atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya 
suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-
Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu 
perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan. (Yesmil 
Anwar :2010,14)  
Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kekayaan 
manusia dan merupakan masalah yang tidak habis-habisnya. 
Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, 
di kota, maupun di negara lain.  
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Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan 
Pasal 367 KUHP. Pencurian adalah delik yang paling umum, 
tercantum di dalam semua KUHP di dunia, dapat juga di sebut delik 
netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara. Terjadi pula di 
zaman Nabi Adam sampai sekarang. (jur,Andi Hamzah :2009,100) 
Pencurian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) Pasal 362, ketentuannya sebagai berikut : 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 
denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”  
 
Adapun unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu : 
perbuatan “mengambil”, yang diambil adalah suatu barang. Barang 
itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain, pengmbilan itu harus 
dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan 
melawan hukum. 
Di zaman modern, energi listrik sudah menjadi salah satu 
kebutuhan pokok bagi umat manusia. Hal ini dapat kita lihat dari 
banyaknya jumlah peralatan elektronik di kehidupan sehari-hari 
dalam memudahkan segala aktifitas kita, adapun macam-macam 
alat yang memerlukan energi listrik antara lain lampu, 
handphone,rice cooker,setrika, air conditioner (AC), kulkas, dan 
sebagainya.  
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Berdasarkan putusan Arrest Hoge Read 23 Mei 1921 
pengambilan aliran listrik termasuk delik pencurian. Ada yang 
mengatakan, bahwa ini merupakan penafsiran luas karena hanya 
pengertian aliran listrik diartikan barang sesuai dengan zaman, 
yaitu adanya energi listrik. Jadi, hanya merupakan perluasan 
makna barang sesuai dengan zaman (kemajuan teknologi). Sama 
juga halnya dengan pencurian aliran gas, yang merupakan 
Nieuwenhuis dalam disertasinya pada tahun 1916, listrik dan gas 
termasuk barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya 
(ada harganya), dapat dipindahkan (melalui kabel atau pipa), dan 
dapat dibagi. Didalam KUHP Kanada disebutkan dalam penjelasan 
autentik, yang dimaksud dengan barang termasuk aliran listrik, gas, 
dan seterusnya, sama dengan rancangan KUHP. (Jur,Andi Hamzah 
:2009.102) 
Berdasarkan investigasi wartawan BugisPos.com yaitu 
terjadinya dugaan pencurian listrik yang dilakukan sekelompok 
masyarakat di Kecamatan Botolempangan Kabupaten Gowa. Dua 
Desa di Kecamatan ini ditengarai marak terjadi aksi pencurian 
aliran listrik, yaitu di Desa Pa’ladingan dan Desa Paranglompo.  
Di Dusun Likunoang Desa Pa’ladingan dan Dusun 
Borongbulu Desa Paranglompoa adalah fakta yang terjadi. Di dua 
Dusun itu, hanya terdapat daya listrik yang tersedia 2 kilo watt, 
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namun digunakan secara beramai-ramai oleh masyarakat setempat 
hingga 80 kepala keluarga.  
Informasi yang dihimpun media ini di lapangan, masyarakat 
di Dusun tersebut dari rumpun masyarakat Bongki, sedikitnya ada 
50 kepala keluarga yang menggunakan listrik. Namun mereka 
sama sekali tidak pernah membayar listrik, yang tentu akan 
berdampak sangat merugikan PT PLN. 
Fenomena terjadinya kejahatan pencurian bukan saja 
dikarenakan modernisasi atau gaya hidup dari seseorang, tingginya 
kebutuhan hidup dan tidak menjaminnya lapangan kerja yang layak 
serta pengaruh dari lingkungan, serta oknum-oknum tertentu yang 
mencari keuntungan tersendiri yang mengakibatkan orang lain 
mengalami kerugian. 
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan 
sebelumnya, maka  penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut 
dengan judul Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencurian Aliran 
Listrik (Di Kabupaten Gowa Studi Kasus Tahun 2012-2014). 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi 
rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah : 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian 
aliran listrik di Kabupaten Gowa? 
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2. Bagaimanakah upaya untuk menanggulangi dan mencegah 
terjadinya pencurian aliran listrik di Kabupaten Gowa? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab 
terjadinya pencurian aliran listrik di Kabupaten Gowa. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan 
pencurian aliran listrik di Kabupaten Gowa. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Memberikan informasi mengenai perkara pencurian aliran listrik 
di Kabupaten Gowa baik kepada perguruan tinggi maupun 
terhadap Masyarakat. 
2. Sebagai bahan pengetahuan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan dalam menilai dan memecahkan masalah 
pencurian aliran listrik di Kabupaten Gowa. 
3. Sebagai suatu karya yang dapat dijadikan referensi bagi para 
peneliti yang akan meneliti lebih lanjut dengan tema yang sama. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Kriminologi 
Ilmu kriminologi lahir pada abad ke-19 yang lampau sejak 
dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lambroso (1876) 
mengenai teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya 
teori mengenai hubungan sebab akibat bersama-sama dengan Enrico 
Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi 
pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan dari 
semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat 
kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses 
pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan 
(negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat 
baru dalam masyarakat,dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini 
muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi. 
Embrio kriminologi ini ditemukan pada catatan-catatan lepas para 
penulis yang menyinggung soal kejahatan.  
Kriminologi yang memandang bahwa negara (kekuasaan) adalah 
penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas 
merebaknya kejahatan yang dikenal sebagai aliran kriminologi kritis. 
Aliran kriminologi kritis telah berusaha membalikkan sejarah dan arah 
perkembangan studi kejahatan dengan menegaskan bahwa 
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perundang-undanganlah yang mengakibatkan munculnya kejahatan. 
Pendapat aliran kriminologi kritis tersebut harus diartikan bahwa 
didalam perkembangan kejahatan maka peranan negara yang nota 
bene pengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sangat 
besar sehingga setiap proses pembentukan perundang-undangan  
(pidana) secara langsung atau tidak langsung merupakan  proses 
kriminalisasi. 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama Kriminologi pertama kali 
dikemukakan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi 
Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang 
berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka 
kriminologi dapat berarti tentang kejahatan. (A.S Alam, 2010:1) 
Beberapa sarjana terkemuka memberikan defenisi kriminologi 
(A.S Alam, 2010:1-2) sebagai berikut: 
1.) Edwin H.Sutherland: Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan 
yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala 
sosial. 
2.) J.Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab 
terjadinya kejahatan dan penjahat. 
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3.) WME.Noach : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak 
senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya 
4.) W.A Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-
luasnya(kriminologis teoritis atau murni), sedangkan kriminologis 
teoritis adalah ilmu yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu 
pengetahuan lain yang mempelajari gejala-gejala dan mencoba 
menyelidiki sebab dari gejala tersebut (etimologi) dengan cara 
yang ada padanya. 
 
W.A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2011: 9-10) 
bagian-bagian kriminologis antara lain: 
1. Antropologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang manusia yang 
jahat, satu bagian dari  alam. 
2. Sosiologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai 
suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai dimana 
letak sebab-sebab kejahatan didalam masyarakat (etiologi sosial) 
dalam arti ini,juga termasuk penyelidikan lingkungan fisiknya. 
3. Psikologi Kriminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang 
dari sudut ilmu jiwa penjahat, dapat ditunjukkan semata-mata 
kepada kepribadian perorangan. 
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4. Psiko dan Neuro Patologi, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang 
dihinggapi sakit jiwa urat saraf. 
5. Penologi, ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya 
hukuman serta arti dan manfaatnya. 
Abdul Syani (1987:9) memberikan rumusan kriminologi dianggap 
bagian dari sains yang dengan penelitian empiris berusaha memberi 
gambaran tentang fakta-fakta kriminologi dipandangnya sebagai suatu 
istilah global untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian 
tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja. 
Selanjutnya Moeljatno (1986: 6) mengemukakan bahwa 
kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan 
kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang bersangkutan 
pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu, dalam kejahatan yang 
dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-
undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan 
dan kelakuan. 
Lebih lanjut G.P Hoefnagel (Mulyana W. Kusuma, 1984:20) 
memberikan defenisi bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu 
pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan 
norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal 
dan informal dari kriminalitas dan deksiminalisasi, situasi kejahatan-
penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab 
kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi 
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terhadap kejahatan,penjahat, dan masyarakat oleh pihak diluar 
penjahat itu sendiri. 
Paul Moedigdo Moeliono (Topo Santoso, 2001:11) 
mengemukakan bahwa kriminologi sebagai ilmu yang belum dapat 
berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa 
kejahatan merupakan gejala sosial karena kejahatan merupakan 
masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. 
Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia. 
Soedjono Dirdjosisworo (1984: 28) mengemukakan bahwa 
kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab 
kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara memperbaiki 
kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. 
Soedjono Dirdjosisworo (1984: 28) memberikan batasan tentang 
tujuan tertentu dari kriminologi, yaitu : 
1. Memperoleh gambaran yang lebih baik dan mendalam mengenai 
perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang 
mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma 
hukum. 
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk memperoleh pengertian 
kriminologis dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat 
mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan. 
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Romli Atmasasmita (1987: 1-2) mengemukakan bahwa 
kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan 
metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa 
keteraturan, keseragaman pola-pola dan faktor-faktor sebab musabab 
yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reksi sosial 
terhadap kedua-duanya. 
Kriminologi terbagi atas dua bagian yaitu : 
1. Kriminologi dalam arti sempit mempelajari kejahatan. 
2. Kriminologi dalam arti luas yaitu penology dan metode-metode 
yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan 
dalam tindakan-tindakan non punitive, secara tegas dapat diartikan 
bahwa batas kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku 
manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. 
Kemudian Rusli Effendy (1983: 52) menyatakan bahwa objek 
kriminologi adalah yang melakukan objek itu sendiri. Tujuannya adalah 
mempelajari apa sebabnya melakukan kejahatan dan apa yang 
menimbulkan kejahatan itu. Apakah kejahatan itu timbul karena bakat 
orang itu adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan 
masyarakat sekitarnya, baik keadaan sosiologis dapatlah diadakan 
tindakan-tindakan agar orang tidak berbuat demikian lagi dan 
mengadakan pencegahan disamping pemidanaan. 
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran 
utama kriminologi adalah kejahatan dengan gejala aspeknya yang 
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ditunjang oleh berbagai ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan dan 
penjahat, penampilannya sebab dan akibat serta penanggulangannya 
sebagai ilmu teoritis, sekaligus juga mengadakan usaha-usaha 
pencegahan serta penanggulangan atau pemberantasannya yang 
mempengaruhi terjadinya kejahatan dan sebab orang melakukan 
kejahatan. 
Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. 
Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, danmakin bnyak pula 
pelanggaran. Sering disubut bahwa kejahatan merupakan bayangan 
peradaban (crime is shadow of civilization) kejahatan adalah bayangan 
peradaban. (A.S.Alam,2010:15) 
Kejahatan membawa penderitaan/nestapa dan kesengsaraan, 
mencucurkan darah dan air mata. Sehingga kelak kejahatan-kejahatan 
dan fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat 
dapat teratasi solusinya. 
Kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan 
perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-
sebab terjadinya kejahatan (etiologi criminal) yang pada akhirnya 
menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (criminal 
prevetion). 
Pada umumnya sekarang orang menganggap bahwa dengan 
adanya kriminologi di samping ilmu hukum pidana pengetahuan 
kejahatan menjadi lebih luas. Karena dengan demikian orang lalu 
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mendapat pengertian baik tentang penggunaan hukumnya terhadap 
kejahatan maupun tentang pengertian mengenai timbulnya kejahatan 
dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penuntasan 
adanya kejahatan dan bagaimana menghadapinya untuk kebaikan 
masyarakat dan penjahatnya itu sendiri. 
Tidak dapat disangkal kriminologi tidak mendapat manfaat yang 
tak sehingga dalam mengurangi penderitaan umat manusia dan inilah 
yang merupakan tujuan utama mempelajari kriminologi. 
B.  Ruang Lingkup Kriminologi 
Dalam KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan (misdrijve) 
dan pelanggaran (overtredingen). Mengenai kejahatan itu sendiri 
dalam KUHP diatur dalam buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan 
pelanggaran diatur dalam buku III yaitu tentang pelanggaran. Dalam 
ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai 
kriteria pembagian tindak pidana, kejahatan dan pelanggaran, yaitu 
yang bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif. 
Menurut pandangan yang bersifat kualitatif. Artinya bahwa suatu 
perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-
undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan 
yang bersifat kuantitatif (recht delicten), artinya suatu perbuatan 
dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, 
terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-
undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa 
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terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari pada 
kejahatan. 
Kriminologi mempunyai ruang lingkup pembahasan mencakup 
tiga hal pokok, yakni : 
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws) 
2. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan ( breaking of laws), dan 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada 
pelanggaran hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi 
terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). (A.S.Alam,2010:2) 
C. Pengertian Kejahatan  
Kejahatan menurut tata bahasa merupakan perbuatan atau 
tindakan yang jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1976:263) kejahatan diartikan 
sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan 
norma-norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan juga 
disebutkan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum. 
Perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian,penipuan, 
penculikan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia (Soedjono 
Dirjosisworo, 1985:30) 
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut 
KUHPidana) tidak disebutkan secara jelas mengenai defenisi 
kejahatan tetapi kejahatan ini diatur dalam buku II mulai dari Pasal 104 
sampai pada Pasal 488 KUHPidana. 
Menurut A.S. Alam (2010:16) defenisi kejahatan dapat dilihat 
melalui dua sudut pandang, yaitu: 
1. Sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view) 
batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah 
laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya 
perbuatan itu kalau tidak dilarang di dalam perundang-undangan 
maka perbuatan itu merupakan bukan suatu kejahatan.  
2. Sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of 
view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap 
perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam 
masyarakat, sebagai contoh seorang muslim meminum minuman 
keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa atau 
kejahatan dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari 
sudut pandang hukum bukan merupakan suatu kejahatan. 
Bonger mengemukakan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti 
sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa 
pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-
rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan. (Topo Santoso 
dan Eva Achjani Zulfa,2011:14) 
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Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan 
sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-
Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan 
yang melanggar hukum pidana atau Undang-undang yang berlaku 
dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat 
merugikan yang bersangkutan. (Yesmil Anwar :2010,14)  
Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat 
sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif.. Kejahatan pula 
sebagai suatu gejala dalam lingkup masyarakat (crime in society), dan 
merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk 
sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang 
begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. (Yesmil Anwar 
:2010,57) 
Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah 
perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang 
merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan 
hukuman sebagai upaya pamungkas. Dalam pengertian yuridis 
membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh 
negara sebagai kejahatan dalam hukum pidanannya dan diancam 
dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku 
pelanggar hukum pidana tersebut. Penetapan aturan dalam hukum 
pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negative masyarakat atas 
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suatu kejahatan yang di wakili oleh para pembentuk undang-undang 
pidana. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2011:14). 
Menurut R. Susilo dalam A. Gumilang (1993:3). Mengartikan 
kejahatan sebagai suatu perbuatan / tingkah laku yang bertentangan 
dengan Undang-Undang berhubungan dengan kejahatan tersebut 
bertentangan dengan peraturan atau Undang-Undang, maka peraturan 
atau Undang-Undang tersebut harus dibuat lebih dahulu sebelum 
adanya peristiwa pidana, agar penguasa tidak sewenang-wenang dan 
memberikan kepastian hukum. Asas ini disebut “Nullum Deliktum 
Poena Siane Proviea” tertera dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi: 
pada suatu perbuatan boleh dihukum selain berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya. 
M.E. Elliat dalam A.Gumilang (1993:4). Mengartikan kejahatan 
sebagai suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku 
yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman. 
Dr.J.E.Sahetapy,S.H (1986:15) dalam bukunya Kasus Kejahatan 
dan Beberapa Analisis Kriminologi, selanjutnya mengatakan bahwa, 
kejahatan adalah suatu penekanan belaka dari penguasa (pemerintah) 
yang dalam pelaksanaannya kepada puncak hakim untuk memberikan 
penilaian apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya 
merupakan perbuatan pidana atau bukan. 
Van Bemmelen (Roeslan Saleh 1983:17), merumuskan kejahatan 
sebagai berikut : 
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“Tiap kelakuan yang bersifat merugikan, yang menimbulkan 
begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, 
sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelah dan menyatakan 
penolakannya atas perlakuan itu dalam bentuk nestapa dengan 
sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.” 
 
Frank Tannembaum (J.E.Sahetapy,1979:11),menyatakan crime is 
eternal as society, artinya dimana ada manusia disana pasti ada 
kejahatan. 
Gerson W.Bawengan (Abdul Wahid dan Muhammad 
Irfan,2001:27), Membagi tiga pengertian kejahatan menurut 
penggunaannya masing-masing yaitu : 
1. Pengertian secara praktis 
Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang 
merupakan pelanggaran suatu norma-norma yang merupakan 
pelanggaran suatu norma-norma keagamaan, kebiasaan, 
kesusilaan, dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang 
mendapat reaksi baik berupa penghukuman atau pengecualian. 
2. Pengertian secara Religious 
Pengertian dalam arti religious ini mengidentifikasikan arti 
kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan 
hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa. 
3. Pengertian secara Yuridis 
Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat 
misalnya dalam KUHPidana hanyalah setiap perbuatan yang 
bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang 
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disebut kejahatan. Selain KUHPidana, kita dapat menjumpai hukum 
pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal,ekonomi,atau pada 
ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan. 
Hal ini sejalan dengan A.Qirom Syamsuddin dan E.Sumoryono 
(Abdul wahid dan Muhammad Irfan,2001:28), yang memberi kejahatan 
sebagai berikut : 
a. Segi Sosiologi 
Kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan 
dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terdapat pada 
perbuatan amoral yang dipandang secara objektif, yaitu jika dari 
sudut masyarakat dimana masyarakat dirugikan. 
b. Segi Psikologi 
Kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada 
tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma 
yang berlaku di masyarakat. 
c. Segi Yuridis 
Kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana. 
Jadi, semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan 
ketentuan hukum pidana secara definite dinyatakan sebagai perbuatan 
kejahatan.  
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Menurut Hari Saheroji (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 
2001:28), kejahatan diartikan sebagai berikut : 
a. Perbuatan anti sosial  yang melanggar hukum atau undang-undang 
pada suatu waktu tertentu. 
b. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. 
c. Yang perbuatan mana diancam dengan hukuman/suatu perbuatan 
anti sosial yang disengaja, merugikan serta menggangu ketertiban 
umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara. 
Dari beberapa pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa 
kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma 
tertulis baik itu norma hukum maupun norma yang hidup dalam 
masyarakat yang berakibat timbulnya reaksi dari masyarakat maupun 
dari negara berupa pemberian hukuman. 
Namun demikian pengertian kejahatan itu sangat relatif (selalu 
berubah), baik ditinjau dari sudut pandang hukum maupun ditinjau dari 
sudut pandang masyarakat. 
D. Kejahatan Pencurian 
Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kekayaan 
manusia dan merupakan masalah yang tidak habis-habisnya. 
Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di 
kota, maupun di negara lain.  
Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 
367 KUHP. Pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di 
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dalam semua KUHP di dunia, dapat juga di sebut delik netral karena 
terjadi dan diatur oleh semua negara. Terjadi pula di zaman Nabi 
Adam sampai sekarang. ( Jur Andi Hamzah :2009,100) 
Pencurian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) Pasal 362, ketentuannya sebagai berikut : 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak 
Rp.900”. 
R. Soesilo (1993:249) merumuskan unsur-unsur pencurian 
sebagai berikut : 
a. Perbuatan mengambil 
b. Yang diambil adalah harus sesuatu barang 
c. Yang diambil itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaannya 
orang lain 
d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan melawan hukum atau 
melawan hak 
 
R. Soesilo (1993:250) mengemukakan bahwa barang merupakan 
segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak 
termasuk) misalnya : uang, baju, kalung, dan segalanya. Dalam 
pengertian barang masuk pula Daya Listrik dan Gas meskipun tidak 
berwujud, akan tetapi dialiri lewat kawat atau pipa. Barang ini tidak 
perlu harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai 
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rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin wanita itu maka 
disebut pencurian meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya. 
Moch. Anwar (1994:19) tentang barang, yaitu barang sebagai 
suatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari 
seseorang. Pengertian barang mengalami perkembangan yaitu semua 
barang yang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan 
dapat dipindahkan barang bergerak, tetapi kemudian ditafsirkan 
sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. 
Berdasarkan pasal 162 (Naskah Rancangan KUHP 
1991/1992:51) memberikan pengertian barang sebagai berikut : 
Barang termasuk selain barang berwujud juga aliran listrik, gas, air, 
uang, data, dan program komputer dan jasa serta jasa telephone, jasa 
telekomunikasi dan jasa komputer. 
1) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
walaupun hanya sebagian. Jadi sebagian dari kepunyaan orang 
lain dapat menjadi obyek pencurian walaupun sebagiannya lagi 
adalah kepunyaan pelaku. 
a. Barang yang menjadi kepunyaan pelaku tidak dapat menjadi 
obyek pencurian, misalnya : bila seseorang mengambil uang 
di sebuah laci, padahal tanpa pelaku ketahui uang tersebut 
adalah milik pelaku sendiri. 
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b. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek 
pencurian (Res Natulis), misalnya : air yang mengalir di 
sungai, udara yang bertiup dan sebagainya. 
2) Pengambilan barang itu harus dilakukan dengan maksud untuk 
memiliki barang itu sendiri dengan melawan hukum atau melawan 
hak.  
Untuk dapat dituntut sebagai delik pencurian adalah pengambilan 
itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki barang 
itu secara melawan hukum. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Moch.Anwar ( 1994:19) 
mengemukakan sebagai berikut : memiliki barang diri sendiri adalah 
setiap perbuatan penguasaan diatas barang tersebut, melakukan 
tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan 
pemiliknya, maksudnya memiliki barang bagi diri sendiri tersendiri 
wujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu : menjual, memakai, 
memberikan kepada orang lain, menggandakan, menukarkan, 
mengubah dan sempat dipergunakan, menukarkan itu belum sempat 
di pergunakan, misalnya ditangkap lebih dahulu karena kejahatan 
pencurian telah terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil 
barang. 
Unsur melawan hukum dalam delik pencurian dinyatakan dengan 
tegas, dengan demikian tidak dapat dibuktikan unsur tersebut akan 
membuat hakim memutus bebas.   
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Moch.Anwar (1994:17) mengemukakan bahwa perbuatan 
mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah 
kekuasaannya yang melakukan atau yang mengakibatkan barang 
berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu 
demikian hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan 
pemiliknya. 
R.Soesilo (1993:250) berpendapat bahwa mengambil merupakan 
perbuatan mengambil berati untuk dikuasainya, maksudnya waktu 
pencuri mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, 
apabila waktu memiliki barangnya sudah ada ditangannya, maka 
perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP). 
Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila 
barang tersebut sudah pidah tempat, bila orang itu baru memegang 
saja barangitu dan belum pidah tempat, maka itu belum dapat 
dikatakan mencuri akan tetapi mencoba mencuri. 
E. Bentuk Pencurian dalam KUHP 
Dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai pasal pencurian 
sebagai berikut : 
1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) 
2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP) 
3. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP) 
4. Pencurian  Ringan (Pasal 364 KUHP) 
5. Pencurian dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 367 KUHP) 
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1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) 
Dalam Pasal ini menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah : 
 Mengambil suatu barang (enig goed), 
 Yang seluruhnya atau sebagain kepunyaan orang lain, 
 Dengan maksud untuk memilikinya secara, 
 Melawan hukum. (jur.Andi Hamzah, 2009:100) 
  
 Semua bagian inti harus disebut dan dijelaskan dalam dakwaan 
bagaimana dilakukan. Kata Koster Henke (komentar W.v.S.), dengan 
mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengembailan itu harus 
dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. 
Koster Henke menjelaskan, jika seseorang mencuri barang miliknya 
sendiri yang sementara di gadaikan, maka bukan delik pencurian. Lain 
halnya dengan KUHP Jepang, pencurian milik sendiri dianggap milik 
orang lain jika barang itu dikuasai oleh orang lain atau dibawah 
pengawasan orang lain sesuai dengan perintah pejabat publik. (jur.Andi 
Hamzah, 2009:101) 
2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP) 
 Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam  Pasal 362 KUHP 
berlaku juga untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan suatu bagian inti 
(bestanddeel) lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada 
Pasal 362 KUHP ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, 
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maka pada Pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara. 
Bagian inti ditambahkan itu ialah : 
 Pencurian ternak 
 Pencurian karena kesempatan ada kebakaran, letusan, banjir, gempa 
bumi atau laut, gunung meletus,kapal karam, kapal terdampar, 
kecelakaan, kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya 
perang. 
 Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada 
disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak; 
 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu; 
 Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau 
untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, 
memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
  
 Pencurian ini disebut pencurian dengan pemberatan. Membiarkan 
ternak berkeliaran di kebun di padang rumput atau di seterusnya diancam 
dengan pidana berdasarkan Pasal 459 KUHP dengan pidana denda 
paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (sangat tidak sesuai lagi 
sekarang). Ternak dapat dirampas 
 Pasal 101 memberikan pengertian ternak : semua binatang yang 
berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Pasal 98 memberikan 
pengertian “malam” antara matahari terbenam dan terbit. Pasal 99 
memberikan pengertian “memanjat” termasuk juga untuk masuk atau 
melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga 
menyebrangi selokan atau parit digunakan sebagai penutup batas. Pasal 
100 memberikan pengertian anak kunci palsu, termasuk juga segala 
perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. 
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 Pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayar dan alat 
angkutan yang diamankan yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. 
Pengertian tempat tinggal termasuk juga alat pelayaran dan alat 
angkutan yang didiami. Gubuk di sawah pada waktu panen adalah 
tempat kediaman, termasuk rumah sakit. 
3. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP) 
 Dalam Pasal ini pelaku melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan yang dapat mengakibatkan matinya orang dengan bertujuan 
untuk mencuri. Pasal 365 KUHP ini matinya orang hanya salah satu 
akibat yang mungkin timbul. Akibat lain inilah orang luka berat, bahkan 
mungkin saja tidak ada akibat. 
4. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP) 
 Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, jika nilai barang yang 
dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti Pasal ini 
adalah Pasal tidur., menunggu adanya undang-undang yang 
mengubahnya menjadi sesuai dengan niali rupiah sekarang, misalnya 
dinaikkan 10.000 kali, jadi menjadi dua juta lima ratus rupiah. Pencurian 
ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan seterusnya. Tidak ada 
dalam KUHP Belanda (Ned.W.v.S.) 
5. Pencurian dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 367 KUHP) 
   Dalam Pasal ini pencuriannya termasuk pembantuan antar 
keluarga, yaitu antara suami dan istri yang tidak terpisah meja dan 
tempat tidur tidak dapat dilakukan penuntutan. Akan menjadi delik aduan 
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jika terjadi pisah meja dan tempat tidur antara mereka atau pencurian 
antara keluarga (sedarah dan semenda) sampai derajad kedua (misalnya 
antara saudara kandung atau ipar).  
F. Aliran Listrik 
1. Pengertian Aliran Listrik  
  Aliran listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari 
pergerakan elektron-elektron, mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit 
listrik tiap satuan waktu. Arus listrik dapat diukur dalam satuan 
Coulomb/detik atau Ampere. (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik 
diakses tanggal 12 Oktober 2015 Pukul 22.50 WITA). 
Aliran listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan 
listrik/energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere (A) 
dan tegangan listrik dengan satuan volt (V) dengan ketentuan kebutuhan 
konsumsi daya listrik dengan satuan watt (w) untuk menggerakkan motor, 
lampu penerangan, memanaskan, mendingiankan ataupun untuk 
menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan 
bentuk energi yang lain. (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik diakses 
tanggal 12 Oktober 2015 Pukul 22.50 WITA). 
Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti 
air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya. 
Energi ini besarnya dari beberapa joule sampai ribuan hingga jutaan joule. 
(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Energi_listrik diakses tanggal 12 Oktober 
2015 Pukul 23.03 WITA.) 
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2. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan 
a. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 
1985 tentang ketenagalistrikan 
Pasal 19 
 
Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan 
haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana 
dikasud dalam KUHP. 
 
 
 
Pasal 20 
 
(1) Barang siapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik 
tanpa Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Izin Usaha 
Ketenagalistrikan, dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya 6 (enam) tahun atau denda setinggi-
tingginya Rp. 50.000.000,-. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
berlaku bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk 
kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 
7 ayat (3). 
(3) Barang siapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik 
tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas 
tanah, bangunan, atau tumbuh- tumbuhan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dipidana dengan 
pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau 
denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta 
rupiah) dan dicabut usaha ketenagalistrikannya.  
 
Pasal 21 
 
(1) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya 
seseorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. 
(2) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan oleh pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan 
atau pemegang izin usaha ketenagalistrikan, dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. 
(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan atau 
pemegang izin usaha ketenagalistrikan juga diwajibkan 
untuk memberi ganti rugi. 
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(4) Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 22 
 
(1) Pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan atau 
pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk 
kepentingan umum yang tidak menaati ketentuan 
pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 
ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan selama-
lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 
(2) Selain dipidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dapat dikenakan pidana tambahan dapat berupa 
pencabutan usaha ketenagalistrikan. 
 
Pasal 23 
 
1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, 
pasal 20, dan pasal 21 adalah kejahatan. 
2) Tindak pidana sebagaiman dimaksud dalam pasal 22 
adalah pelanggaran. 
 
 
b. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 
2002 Tentang Ketenagalistrikan 
Pasal 59 
 
(1) Setiap orang yang memberikan informasi palsu, 
kesaksian palsu, atau menahan informasi berkaitan 
dengan usaha ketenagalistrikan yang merugikan 
kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang melanggar prinsip kompetisi yang 
sehat, khususnya dalam melakukan persekongkolan 
usaha untuk memperoleh keistimewaan atau 
menghimpun kekuatan monopoli sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 29 dan pasal 52 huruf b, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milliard rupiah). 
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Pasal 60 
 
(1) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang 
bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan 
secara melawan hukum,dipidana karena melakukan 
pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- 
(lima ratus juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan rusaknya instalasi tenaga listrik milik 
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik 
sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan 
tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
100.000.000-, (seratus juta rupiah). 
(3) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga 
merugikan masyarakat dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
 
Pasal 61 
 
(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan 
tenaga listrik tanpa izin usaha penyediaan tenaga 
listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) 
dan pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan 
tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 11, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah). 
(3) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan 
tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban terhadap 
yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta 
rupiah). 
(4) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan 
izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi. 
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 Pasal 62  
 
(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga 
listrik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
100.000.000,- (seratus juta rupiah). 
(2) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan 
tenaga listrik dan pemegang izin operasi, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima 
ratus juta rupiah). 
(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan 
pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi 
ganti rugi. 
(4) Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengikuti 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
Pasal 63 
 
Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha 
penunjangan tenaga listrik tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) diancam dengan 
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda 
paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
 
Pasal 64 
Setiap orang yang memproduksi,mengedarkan atau 
memperjual-belikan pemanfaat listrik yang tidak memiliki 
tanda keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
48 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
 
Pasal 65 
 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
bab ini dilakukan oleh Badan Usaha,  pidana dikenakan 
terhadap Badan Usaha dan atau pengurusnya. 
34 
 
(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha, 
pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha berupa 
pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana 
denda ditambah sepertiganya. 
 
Pasal 66 
 
(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, pasal 
60, pasal 61, pasal 62 adalah kejahatan. 
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dan 
pasal 64 adalah pelanggaran. 
 
 
 
 
 
 
c. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No.30 Tahun 
2009 Tentang Ketenagalistrikan 
 
Pasal 49 
 
(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga 
listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). 
(2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga 
listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,- 
(empat milyar rupiah). 
(3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk 
dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan 
dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 
paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). 
 
Pasal 50 
 
(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan 
ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 
ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena 
tenaga listrik dipidana dengan  pidana penjara paling 
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lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga 
listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar 
rupiah). 
(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
pegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau 
pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi 
ganti kerugian kepada korban. 
(4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
sesuia dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Pasal 51 
 
(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan 
ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 
ayat (1) sehingga memepengaruhi kelangsungan 
penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga 
merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 
2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). 
(3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang 
bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda 
paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus 
juta rupiah). 
 
Pasal 52 
 
(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga 
listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang 
berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar 
rupiah). 
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(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin 
usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi. 
 
Pasal 53 
 
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa 
penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 
paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). 
 
Pasal 54 
 
(1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik 
tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau 
memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenaga 
listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 
(5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima 
milyar rupiah) 
 
Pasal 55 
 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 49 sampai dengan pasal 54 dilakukan oleh badan 
usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha 
dan/atau pengurusnya. 
(2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan terhadap badan usaha, pidana dikenakan 
berupa denda maksimal ditambah sepertiganya. 
 
G. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Pada awalnya, kejahatan hanyalah merupakan “cap” yang 
diberikan masyarakat pada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak 
layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah 
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yang berlaku dalam masyarakat. ukuran pertama dalam menentukan 
apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan adalah 
norma-norma yang hidup dan dianut oleh masyarakat setempat, 
tentunya sukar untuk menggolongkan jenis-jenis perbuatan yang dapat 
disebut dengan kejahatan. Kesukaran ini muncul sebagai dampak dari 
adanya keberagaman suku dan budaya. Bagi suatu daerah suatu 
perbuatan mungkin merupakan suatu kejahatan, tetapi di daerah lain 
perbuatan tersebut bisa saja tidak dianggap sebagai 
kejahatan.(Mansur,arief.2008:57) 
Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban 
manusia. Sejak manusia diciptakan yang dimulai dengan tindakan 
pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk memberi 
penghormatan terhadap makhluk ciptaan Allah lainnya yang disebut 
manusia. Pembangkangan ini kemudian diteruskan dengan janji iblis 
untuk selalu menggoda manusia hingga akhir zaman. Konflik interest 
antara manusia dan iblis ini dapat dipandang sebagai embrio 
kejahatan. Bermula dari perasaan iri, sombong, dan dengki kejahatan 
itu dimulai. (Maskun.2011:49) 
Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan bahwa: Ada dua 
faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu faktor personal, 
termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan 
mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan dan lain-
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lain) dan faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan 
waktu. 
Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor yang berusaha 
menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu 
berkembanglah aliran atau mahzab-mahzab dalam kriminologi. 
Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak 
abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan 
dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat 
bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan 
kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah 
beberapa aliran, yaitu aliran klasik, aliran kartografi, aliran tipologi, dan 
aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan 
secara teoritis ilmiah.  
Aliran pertama yaitu aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian 
menyebar luaskan ke Eropa dan Amerika. Bagi aliran ini setiap 
perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan 
tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan 
mana yang buruk. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan 
sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan 
konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengan 
pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan 
kesenangan. Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang 
mengemukakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah 
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memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari 
perbuatan tersebut. (weda.1996:15) 
Aliran kedua adalah kartographik,aliran ini dikembangkan di 
Prancis dan menyebar ke Inggris dan Jerman. Aliran ini 
memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu 
berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini berpendapat bahwa 
kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada. 
Aliran ketiga adalah sosialis yang bertolak dari ajaran marx dan 
Engels, yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan pada 
determenisme ekonomi (Bawengan, 1974: 32) Menurut para tokoh 
aliran ini, kejahatan timbul disebabkan adanya sistem ekonomi 
kapitalis yang diwarnai dengan penindasan terhadap buruh, sehingga 
menciptakan faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan. 
Aliran keempat adalah tipologi, ada tiga kelompok yang termasuk 
dalam aliran ini yaitu Lambrossin, Mental tester, dari psikistrik yang 
mempunyai kesamaan pemikiran dan mitologi, mereka mempunyai 
asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan penjahat terletak pada 
sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang 
tertentu berbuat kejahatan dan seseorang lain tadi kecenderungan 
berbuat kejahatan mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan 
ekspresi dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan sosial maupun 
proses-proses lain yang menyebabkan adanya potensi-potensi pada 
orang tersebut. (Dirjosisworo, 1994:32) 
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Aliran kelima yaitu aliran sosiologi yang menganalisis sebab-
sebab kejahatan dengan memberikan interpretasi, bahwa kejahatan 
sebagai “ a function of environment”. Proses terjadinya tingkah laku 
jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya, termasuk tingkah laku 
yang baik. Salah seorang tokoh aliran ini adalah Sutherland, yang 
mengemukakan bahwa perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan 
sosial, semua tingkah laku sosial dipelajari dengan berbagai cara. 
Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 
sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat 
dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi 
seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri 
si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan 
(penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau 
terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang 
mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu 
timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah 
tangga dan lingkungan. (hamzah,andi.1986:64) 
Beberapa aspek sosial yang oleh kongres ke-8 PBB Tahun 1990 
di Havana, Cuba, diidentifikasikan sebagai faktor kondusif penyebab 
terjadinya kejahatan antara lain : 
a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan 
atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan 
serta latihan yang tidak cocok atau serasi. 
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b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek 
(harapan) karena 81 proses integrasi sosial, juga karena 
memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial. 
c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga. 
d. Keadaan-keadaan/ kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang 
yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain. 
e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan 
dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan 
kerugian/kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan 
pekerjaan. 
f. Menurun atau mundurnya kualitas lingkungan perkotaan yang 
mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan 
bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga. 
g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern 
untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan 
masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya atau lingkungan 
sekolahnya. 
h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang 
pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut 
diatas. 
i. Meluasnya aktifitas kejahatan terorganisasi, khususnya 
perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian. 
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j. Dorongan-dorongan  (khususnya oleh media) mengenai ide-ide dan 
sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, 
ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi.  
H. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat 
di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan 
produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut 
pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti 
norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada 
umumnya dirumuskan dalam Undang-undang yang 
dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya 
terutama Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Namun karena 
kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban 
masyarakat maka wajarlah bila semua pihak baik pemerintah maupun 
warga masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan 
bermasyarakat yang tenang dan damai. Menyadari tingginya tingkat 
kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula 
perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku 
kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari 
usaha penanggulangan kejahatan tersebut. 
Menurut Hoefnagels (Arif.1991:2) Upaya penanggulangan 
kejahatan dapat ditempuh dengan cara : 
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a.) Criminal application (penerapan hukum pidana) contohnya: 
Penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 
Tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya. 
b.) Preventif without punishment (pencegahan tanpa pidana) 
contohnya: dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku 
kejahatan maka secara tidak langsung memberikan prevensi 
(pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman 
atau shock therapy kepada masyarakat. 
c.) Influencing views of society on crime and punishment (mas media 
mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 
pemidanaan lewat mas media) contohnya: Mensosialisasikan suatu 
undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana 
delik itu dan ancaman hukumannya. 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan 
sempit. Dalam pengertian yang luas maka pemerintah beserta 
masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan 
kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-
badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral 
dari masyarakat.(sudarto, 1981:114) 
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya 
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan 
tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak 
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memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan 
prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh 
karena itu peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan 
kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan. 
Menurut Barda Nawawi Arief (2007:77) bahwa upaya atau 
kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan 
kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal kebijakan kriminal ini 
pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial 
yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan 
kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. 
Menurut Baharuddin Lopa (2001:16) bahwa upaya dalam 
menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah 
terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) dan langkah 
pencegahan (preventif). Langkah-langkah preventif menurut 
Baharuddin Lopa (2001:16-17) meliputi : 
a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi 
pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi 
kejahatan. 
b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan-penyimpangan. 
c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran 
hukum rakyat. 
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d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya 
untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif. 
e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para 
pelaksana penegak hukum.  
Solusi Preventif adalah cara-cara yang cenderung mencegah 
kejahatan. Solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung 
menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung 
tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi 
yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian 
bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi 
pidana atau hukuman juga berguna sebab setelah kejahatan 
dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan 
serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau 
pelaku lainnya. Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi 
tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung karena rasa 
takut disebut hukuman.   
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang penulis pilih yakni pada Kantor Polres 
Gowa yang terletak di jalan Syamsuddin Tunru, Sumba Opu, Gowa 
dan PT. PLN Gowa yang terletak di jalan Tumanurung No.5, Somba 
Opu, Gowa.  
 
B. Jenis dan Sumber Data  
1. Jenis Data 
a. Data Kualitatif 
Yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait dalam bentuk 
informasi baik secara lisan maupun secara tertulis.  
b. Data Kuantitatif  
Yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait dalam bentuk 
angka. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer  
Yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait dengan cara 
wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
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b. Data Sekunder  
Yaitu data yang diperoleh dari dokumen instansi terkait berupa 
laporan tertulis yang dibuat secara berkala. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data yaitu : 
1. Penelitian Pustaka (Literatur Research)  
Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur 
yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan 
diteliti dengan cara: 
a. Observasi  
Yaitu pengamatan secara langsung pada proses kegiatan 
perusahaan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang hal-
hal yang berkaitan dengan penelitian. 
b. Wawancara 
Yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara langsung 
dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek yang akan 
diteliti. 
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c. Dokumentasi  
Yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen dan 
laporan tertulis yang ada hubungannya dengan obyek 
penelitian. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder 
lalu diolah dan selanjutnya dianalisis, baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif dari hasil studi dokumen dan kepustakaan.   
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BAB IV  
PEMBAHASAN 
 
A. Data yang diperoleh mengenai faktor-faktor penyebab 
terjadinya pencurian aliran listrik di Kabupaten Gowa 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tanggal 
18 Desember 2015 di Polres Gowa kasus pencurian aliran listrik sangat 
kurang karena masyarakat maupun pihak PLN lebih senang 
menyelesaikan perkara di luar pengadilan/ tidak membawa kasus ke jalur 
hukum. Dengan membayar denda (tagihan susulan) ke pihak PLN sesuai 
dengan  yang ditentukan oleh PLN. Dalam hal ini kepolisian hanya 
bertugas mendampingi petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik 
(P2TL) dalam melakukan pemeriksaan, penertiban, dan pemutusan listrik.  
Berdasarkan wawancara dengan AKP Muh.Akbar Kanit III Bagian 
Bareskrim Polres Gowa (tanggal 18 Desember 2015). Beberapa tahun lalu 
pernah laporan mengenai pencurian aliran listrik namun pihak kepolisian 
kesulitan mencari data tersebut karena telah lama berlalu serta petugas 
kepolisian yang menyelidiki kasus tersebut telah pensiun dan banyak juga 
yang telah dimutasi. Namun menurut penjelasan dari kepolisian kasus 
pencurian aliran listrik sepenuhnya diserahkan ke pihak PLN, dalam hal ini 
kepolisian hanya mendampingi PLN. Apabila pihak PLN membutuhkan 
bantuan kepolisian misalnya pada saat pemutusan masyarakat menyita 
50 
 
kendaraan petugas P2TL disinilah peran polisi mendampingi agar 
masyarakat tidak melakukan hal-hal tersebut kepada pihak PLN.   
Kepolisian Republik Indonesia atau penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 UU No. 15 Tahun 1985 berwenang untuk : 
a. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan 
b. Melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga 
melakukan tindak pidana ketenagalistrikan. 
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang 
ketenagalistrikan 
d. Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga 
terdapat bahan bukti dan melakukan penyitaan terhadap bahan 
yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana 
dibidang ketenagalistrikan 
e. Melakukan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Tabel 1 
Data Pelanggan PT.PLN Rayon Gowa Tahun 2012-2014 
NO TAHUN 
JUMLAH 
PELANGGAN 
JUMLAH PELANGGAN 
YANG MELAKUKAN 
PELANGGARAN 
PERSENTASI 
1 2012 - - - 
2 2013 90.304 324 23,71% 
3 2014 97.782 1.043 76,29% 
 Jumlah 188.086 1.367 100% 
Sumber data : PT.PLN (Persero) Rayon Gowa (tanggal 21 Januari 2016) 
 
 
Melihat dari tabel di atas menjelaskan bahwa setiap tahun 
pelanggan yang melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh pihak 
PLN, bertambah terus menerus dan pada tahun 2014, pelanggan yang 
melakukan pelanggaran sebanyak 76,29%. Dari tahun ke tahun jumlah 
pelanggan terus meningkat dan menyebabkan pihak PLN 
mendapatkan kerugian. Setiap tahun pelanggaran terus meningkat, 
adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran terus meningkat. 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Syahruddin Nur 
Supervaisor Transaksi Energi PLN GOWA (tanggal 23 Desember 
2015) faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian aliran listrik di 
Kabupaten Gowa yaitu : 
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a. Faktor Dari Diri Sendiri (Manusianya)  
Manusia pada umumnya ingin hidup nyaman dengan 
menggunakan berbagai peralatan elektronik tetapi tidak mau 
membayar setara dengan apa yang dia pakai. Dengan 
menggunakan berbagai peralatan elektronik untuk meningkatkan 
kenyamanan hidup maka pembayarannya pasti akan berbanding 
lurus dengan penggunaannya (pembayarannya terlalu besar atau 
pemakaian pulsanya terlalu besar). 
b. Faktor Ingin Mempermudah Pengurusan Listrik Dengan Cara 
Illegal  
 
Pengurusan listrik yang biasanya dilakukan masyarakat kabupaten 
Gowa adalah sebagai berikut : 
1. MCB dipelanggan sering turun/ tidak cukup dayanya maka 
perbesar daya. Agar daya tercukupi dengan kebutuhan maka 
pelanggan mengganti MCB dengan cara illegal. Dengan 
mengganti MCB maka pembayarannya tetap sama dengan 
daya lamanya, sehingga merugikan PLN dan menguntungkan 
bagi pelaku/pelanggan tersebut. 
2. Pelanggan inginkan Kwh Analog. Pelanggan menginginkan Kwh 
analog agar dapat menunggak pembayaran sedangkan PT.PLN 
sudah tidak menyediakan Kwh analog. Pihak PT.PLN saat ini 
hanya menyediakan Kwh prabayar karena Kwh prabayar 
apabila terjadi pencurian aliran listrik dapat diketahui oleh pihak 
PT.PLN  
53 
 
3. Pelanggan ingin cepat listriknya menyala apabila ada kesalahan 
sedangkan di PLN ada prosedur 
4. Pelanggan pada saat pasang baru ingin murah sehingga saat 
ada pihak selain dari pihak PLN yang menawarkan pemasangan 
listrik yang murah namun ilegal langsung diterima. Sudah umum 
orang mengetahui bagaimana cara memasang dan 
membongkar meteran agar pembayaran lebih sedikit (tidak 
sesuai pemakaian). 
c. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum 
Dalam hal pencurian aliran listrik penegakan hukum yang telah 
diterapkan oleh pihak PT.PLN adalah Keputusan Direksi PT.PLN 
(PERSERO) No.1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian 
Tenaga Listrik.  
Dalam pasal 14 ayat (1) menjelaskan dikenakan sanksi berupa 
pemutusan sementara, pembongkaran rampung, pembayaran 
tagihan susulan, dan pembayaran biaya P2TL lainnya. Sehingga 
pihak PLN hanya menegakkan sanksi berupa denda atau tagihan 
susulan bagi pelanggar. Hal ini yang membuat pelanggan masih 
saja melakukan pelanggaran atau pencurian aliran listrik karena 
efek jeranya sangat kurang. 
Pihak kepolisian sebagai penyidik dalam kasus pencurian aliran 
listrik hanya mendampingi petugas P2TL. Dalam hal menentukan 
apakah terjadi pencurian aliran listrik pihak kepolisian tidak dapat 
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menemukan sendiri apabila terjadi pencurian aliran listrik. Pihak 
kepolisian hanya akan memproses perkara ditemukan di lapangan 
apabila ada laporan pihak yang dirugikan.  
Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan di Kab. Gowa 
Tahun 2013  
Tabel 2 
Data pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan di Kabupaten Gowa 
Tahun 2012-2014 
NO. Tahun P-I P-II P-III P-IV K-I K-II 
Energi 
(kWh) 
Persentasi 
1. 2012 - - - - - - - - 
2. 2013 36 23 63 43 7 72 1.259.791 26,42% 
3. 2014 129 163 386 57 - 226 3.508.866 73,58% 
Jumlah 165 186 449 100 7 298 4.768.657 100% 
Sumber data : PT. PLN (PERSERO) Area Makassar Rayon Gowa (tanggal 16 
Januari 2016) 
 
Adapun pengertian atau arti dari jenis-jenis pelanggan yang terdapat 
dalam table tersebut menurut Keputusan Direksi PT. PLN Nomor: 
1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dalam 
Pasal 13, yaitu sebagai berikut : 
1. Pelanggan Golongan I (P-I) adalah Pelanggan yang mempengaruhi 
batas daya 
2. Pelanggan Golongan II (P-II) adalah pelanggan yang 
mempengaruhi pengukuran energi 
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3. Pelanggan Golongan III (P-III) adalah pelanggan yang 
mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energI 
4. Pelanggan Golongan IV (P-IV) adalah pelanggan yang dilakukan 
oleh bukan pelanggan. 
 
Sedangkan arti dari K-I dan K-II menurut Bapak Syahruddin Nur 
(Supervaisor tenaga dan energy PLN Gowa) yaitu sebagai berikut : 
1. K-I adalah kelalaian yang dilakukan oleh pelanggan yang 
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor kali yang terbaca 
dalam alat ukurnya. Contohnya, seorang pelanggan yang memulai 
bisnis dengan menggunakan rumahnya sebagai tempat bisnisnya, 
seharusnya pelanggan tersebut mengganti daya listriknya semakin 
besar tetapi karena kelalaiannya sehingga alat ukur membaca 
kelebihan dalam mempergunakan daya tersebut. 
2. K-II adalah kelalaian pelanggan yang menyebabkan pelanggaran 
tersebut membayar lebih. Contohnya, pelanggan A menjual 
rumahnya ke pelanggan B, tetapi pelanggan B tidak mengganti 
meteran rumah tersebut sehinggan pelanggan A yang mempunyai 
rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah lamanya mencantolkan 
listriknya ke meteran rumah pelanggan B. hal tersebut yang 
menyebabkan pelanggan B membayar lebih. Kejadian tersebut 
sering kali terjadi di perkampungan sampai di perkotaan. 
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Melihat dari tabel di atas menjelaskan bahwa setiap tahun energi 
(kWh) yang digunakan oleh pelanggan yang melanggar aturan yang 
sudah ditentukan oleh pihak PLN, bertambah terus menerus dan pada 
tahun 2014, energi (kWh) yang digunakan lebih besar yaitu sebesar 
73,58% sehingga pada tahun 2014, pihak PLN mendapatkan kerugian 
sebesar Rp. 3.377.924.797,-  
Sesuai dengan Keputusan Direksi PT. PLN Nomor: 1486.K/DIR/2011 
tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dalam Pasal 14 ayat (1) 
menjelaskan tentang sanksi bagi pelanggan yang melanggar P-I,P-II,P-
III yaitu : 
a. Pemutusan sementara 
b. Pembongkaran rampung 
c. Pembayaran tagihan susulan 
d. Pembayaran biaya P2TL lainnya 
Sedangkan sanksi untuk P-IV yang merupakan pelanggaran yang 
dilakukan oleh bukan pelanggan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2), 
yaitu : 
a. Pembongkaran rampung 
b. Pembayaran TS4 
c. Pembayaran biaya P2TL lainnya 
Dalam penyelesaian secara sanksi pidana dimuat dalam ketentuan 
Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No.15 Tahun 1985 
tentang Ketenagalistrikan Pasal 19, menjelaskan : 
“ Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya 
merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. 
2. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2002 
tentang Ketenagalistrikan Pasal 60 : 
“ Barang siapa yang menggunakan tenaga listrik yang bukan 
haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan 
hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.   
 
Meskipun peraturan sudah dibuat secara teratur namun masih ada 
hal yang melanggar dari peraturan tersebut. Pihak-pihak yang terkait 
sudah melakukan segala cara agar dikemudian hari tidak terjadi kejadian 
yang sama namun semuanya kembali kepada pelanggan sendiri apakah 
ingin beritikad baik dan bijak memakai aliran listrik tanpa melakukan 
dampak-dampak atau kerugian yang di alami oleh pihak yang dirugikan. 
 
  
B. Upaya-Upaya Penanggulangan Pencurian Aliran Listrik 
Upaya penanggulangan dalam hal ini untuk mencegah dan 
mengurangi kasus pencurian aliran listrik serta peningkatan kesadaran 
masyarakat agar tidak melakukan pencurian aliran listrik terutama di 
Kabupaten Gowa yang dikenal sangat banyak masyarakat yang 
melakukan pencurian aliran listrik. 
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Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syahruddin Nur, 
Supervaisor Tenaga dan Energi PLN Gowa (22 Desember 2015) tentang 
upaya-upaya penanggulangan pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh 
pihak PLN yaitu membentuk petugas Penertiban Pemakaian Tenaga 
Listrik (P2TL), petugas tersebut bertugas sebagai berikut : 
a. Melakukan pemeriksaan terhadap JTL, STL, APP, dan 
perlengkapan APP serta instalansi pemakai tenaga listrik dalam 
rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik  
b. Melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik 
c. Melakukan pemutusan sementara sambungan listrik untuk pihak 
kedua yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara 
d. Melakukan pemutusan sambung langsung 
e. Melakukan pengambilan peralatan/alat yang digunakan untuk 
sambung langsung 
f. Melakukan pengambilan segel dan atau tanda tera yang tidak 
sesuai dengan aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut 
g. Melakukan pengambilan APP yang kedapatan rusak atau diduga 
tidak berfungsi sebagaimana untuk dilakukan pemeriksaan lebih 
lanjut. 
h. Mencatat kejadian-kejadian yang kedapatan pada waktu dilakukan 
P2TL menurut jenis kejadian 
i. Menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL dan Berita 
Acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL 
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j. Menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan 
pemeriksaan P2TL, kepada petugas administrasi P2TL dengan 
dibuatkan Berita Acara serah terima dokumen dan Barang Bukti 
P2TL. 
 
Hasil dari pembentukan P2TL membantu pihak PLN dapat 
meminimalkan terjadinya pencurian aliran listrik karena P2TL dapat 
mengontrol dan memeriksa aliran listrik yang keluar dari setiap instalansi 
tenaga listrik. Tindakan PLN dalam pelaksanaan P2TL adalah tindakan 
hukum publik dalam rangka penegakan hukum berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
 
 Morrality System 
Yang dilakukan dengan cara pendekatan moral untuk 
memberi kesadaran dan peringatan berupa himbauan kepada masyarakat 
agar tidak melakukan pencurian aliran listrik karena dapat merugikan 
pihak PLN. Memberikan kesadaran bahwa pencurian aliran listrik 
termasuk perbuatan yang merugikan pihak lain dan merupakan perbuatan 
pidana  System ini biasanya dilakukan oleh ulama, para pendidik,dan 
penegak hukum. 
 Abolisimistik System 
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Yang dilakukan dengan pendekatan kriminologis melalui mencari 
faktor penyebab untuk dapat menerapkan cara penanggulangan yang 
tepat. 
Dalam upaya penanggulangan tentunya melibatkan semua pihak 
diantaranya Pemerintah, Orang tua, Pendidik dan seluruh lapisan 
masyarakat mengenai kesadaran akan kesatuan kepentingan dan tujuan. 
Maka perlu diwujudkan dan dijadikan landasan utama serta motivasi 
dalam menanggulangi pencurian aliran listrik di Kabupaten Gowa. 
 
1. Upaya Preventif 
Upaya preventif meliputi segala upaya untuk mencegah terjadinya 
pencurian aliran listrik di kalangan masyarakat dengan mempersempit 
ruang geraknya dan mengurangi pengaruhnya terhadap aspek-aspek 
kehidupan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan memberikan informasi 
tentang pengaruh buruk dari suatu kejahatan pencurian aliran listrik. 
Sehubungan dengan penanggulangan secara preventif ini, menurut 
Pak Akbar Kanit III Bareskrim Polres Gowa sewaktu wawancara dengan 
penulis tanggal 18 Desember 2015 menyatakan, upaya preventif yang 
dilakukan antara lain: 
a. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya 
pencurian aliran listrik dan hukuman bagi pelaku pencurian 
aliran listrik.  
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b. Mendukung dan membantu mendampingi pihak P2TL dalam 
melaksanakan pemeriksaan dan pengamanan di masyarakat 
terkait kasus pencurian aliran listrik. 
 
Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak PLN antara lain sebagai 
berikut : 
a. Menyebarkan pengumuman dengan kata bijak kepada 
masyarakat bahwa melakukan pencurian listrik adalah tindakan 
yang tidak baik. Seluruh karyawan PT.PLN memiliki kewajiban 
untuk melakukan sosialisasi ke pihak eksternal PT.PLN,dalam 
kegiatan apapun biasanya disertakan dengan sosialisasi 
mengenai bahaya atau hukum yang menjerat apabila 
melakukan pencurian aliran listrik.  
b. Memberitahukan kepada masyarakat dengan menyiarkan ke 
televisi bahwa melakukan pencurian listrik sangatlah berbahaya 
akibatnya. 
c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan hukum 
yang menjerat jika melakukan pencurian aliran listrik. Pada saat 
pembuatan surat jual beli aliran listrik antara pelanggan dan 
PT.PLN dapat juga diselingi dengan sosialisasi mengenai 
bentuk-bentuk kegiatan yang masuk kategori pencurian aliran 
listrik serta bahaya akan akibat dari pencurian aliran listrik.   
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d. Semua alat ukur dilengkapi peralatan, yaitu berupa alat deteksi 
bagi pelanggan yang menggunakan energi listrik yang disebut 
Automatic meter reading (Amr), sehingga alat ini otomatis akan 
membaca berapa kisaran jumlah kWh energi listrik yang 
digunakan dan dapat dideteksi apabila terjadi pembesaran 
daya.  
 
2. Upaya Represif 
 Upaya tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan 
yang pernah terganggu, dengan kata lain bahwa pelaku yang telah 
melakukan kejahatan tersebut telah diberikan hukuman oleh 
penegak hukum. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum 
dengan menjatuhkan hukuman.  
 Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak PT.PLN hanya 
dengan cara sistem denda atau tagihan susulan yang dijelaskan 
sesuai dengan Keputusan Direksi PT.PLN(Persero) 
No.1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.  
Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pihak PT.PLN dalam upaya 
Represif apabila ditemukan pelanggan,antara lain: 
a. Memerintahkan P2TL untuk turun ke lapangan dan menertibkan 
pelanggan. Petugas P2TL datang ke rumah-rumah apabila ada 
laporan dugaan pencurian aliran listrik dan apabila tidak ada 
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laporan petugas P2TL datang ke purumahan-perumahan untuk 
memeriksa APP pada instalasi listrik. Apabila APP tersebut 
pernah di bongkar/diutakatik berarti pelanggan tersebut 
melakukan pencurian aliran listrik dan akan diberi sanksi sesuai 
aturan dari Pihak PLN 
b. Ketika pelanggan tertangkap telah melakukan pencurian aliran 
listrik maka pelanggan diberikan sanksi pencabutan listrik, 
sedangkan yang  bukan pelanggan dilakukan pembongkaran 
aliran listrik di tempat. 
c. Pihak PLN akan memanggil pelanggan dan bukan pelanggan 
yang bersangkutan ke kantor untuk diberikan pengertian dan 
memberitahukan untuk membayar kerugian yang sesuai dengan 
pemakaian daya yang illegal tersebut. 
d. Jika pelanggan tidak membayar kerugian yang disebabkan 
karena mencuri aliran listrik maka pihak PLN tidak akan 
memasang kembali listriknya dan bisa saja pelanggan tersebut 
di blacklist dari daftar pelanggan. Sedangkan yang bukan 
pelanggan bisa diserahkan di pihak kepolisian. 
Dalam kasus pencurian aliran di Kota Makassar, pihak Kepolisian 
melakukan tugasnya sebagai penyidik dan penyelidik atas perintah atau  
pemberitahuan dari pihak PLN. Kepolisian mengambil tindakan hukum 
berupa penangkapan dan penahanan terhadap pelaku serta diadakan 
penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Ketika terbukti melakukan 
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pencurian aliran listrik maka pelanggan atau bukan pelanggan diberikan 
hukuman sesuai dengan sanksi pidana yang telah diatur mengenai 
ketenagalistrikan. 
Segala upaya telah dilakukan oleh pihak PT.PLN dan pihak Kepolisian 
tetapi karena naluri manusia memiliki rasa tidak puas terhadap 
penggunaan listrik maka pencurian listrik tetaplah ada. Kesadaran yang 
berasal dari diri sendiri  yang dapat menyadarkan seseorang dari 
kejahatan yang dilakukannya.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian aliran listrik di 
Kabupaten Gowa yaitu : 
a. Faktor dari diri sendiri (manusianya). Manusia pada umumnya 
ingin hidup nyaman dengan menggunakan berbagai peralatan 
elektronik tetapi tidak mau membayar setara dengan apa yang 
dia pakai. 
b. Faktor ingin mempermudah pengurusan listrik dengan cara 
illegal. Pengurusan listrik yang biasanya dilakukan masyarakat 
kabupaten Gowa adalah MCB dipelanggan sering turun/ tidak 
cukup dayanya maka perbesar daya,pelanggan inginkan Kwh 
Analog. Pelanggan menginginkan Kwh analog agar dapat 
menunggak pembayaran,pelanggan ingin cepat listriknya 
menyala apabila ada kesalahan sedangkan di PLN ada 
prosedurnya,pelanggan pada saat pasang baru ingin murah 
sehingga saat ada pihak selain dari pihak PLN yang 
menawarkan pemasangan listrik yang murah namun ilegal 
langsung diterima.  
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c. Faktor lemahnya penegakan hukum. Dalam pasal 14 ayat (1) 
menjelaskan dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara, 
pembongkaran rampung, pembayaran tagihan susulan, dan 
pembayaran biaya P2TL lainnya. Sehingga pihak PLN hanya 
menegakkan sanksi berupa denda atau tagihan susulan bagi 
pelanggar. Hal ini yang membuat pelanggan masih saja 
melakukan pelanggaran atau pencurian aliran listrik karena efek 
jeranya sangat kurang. 
2. Upaya preventif yang dilakukan Polres Gowa dalam menanggulangi 
pencurian aliran listrik di Kabupaten Gowa yaitu melakukan 
penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya pencurian aliran 
listrik dan hukuman bagi pelaku pencurian aliran listrik, mendukung 
dan membantu mendampingi pihak P2TL dalam melaksanakan 
pemeriksaan dan pengamanan di masyarakat terkait kasus 
pencurian aliran listrik. 
Upaya preventif yang dilakukan PT.PLN Gowa dalam 
menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan yaitu 
menyebarkan pengumuman dengan kata bijak kepada masyarakat 
bahwa melakukan pencurian listrik adalah tindakan yang tidak baik, 
memberitahukan kepada masyarakat dengan menyiarkan ke 
televisi bahwa melakukan pencurian listrik sangatlah berbahaya 
akibatnya, memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan 
hukum yang menjerat jika melakukan pencurian aliran listrik, 
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memerintahkan P2TL untuk turun ke lapangan dan menertibkan 
pelanggan 
Sedangkan upaya represif yang dilakukan pihak PLN Gowa ketika 
pelanggan tertangkap telah melakukan pencurian aliran listrik maka 
pelanggan diberikan sanksi pencabutan listrik, sedangkan yang  
bukan pelanggan dilakukan pembongkaran aliran listrik di tempat. 
Kemudian pihak PLN akan memanggil pelanggan dan bukan 
pelanggan yang bersangkutan ke kantor untuk diberikan pengertian 
dan memberitahukan untuk membayar kerugian yang sesuai 
dengan pemakaian daya yang illegal tersebut. Selanjutnya jika 
pelanggan tidak membayar kerugian yang disebabkan karena 
mencuri aliran listrik maka pihak PLN tidak akan memasang 
kembali listriknya dan bisa saja pelanggan tersebut di blacklist dari 
daftar pelanggan. Sedangkan yang bukan pelanggan bisa 
diserahkan di pihak kepolisian. 
B. Saran 
1. Saran penulis adalah dalam memberikan pemahaman kepada 
masyarakat akan bahaya akibat dari pencurian aliran listrik. Dapat 
dilakukan dengan sosialisasi di televisi dan menempel kata-kata 
bijak akan bahaya pencurian aliran listrik serta sosialisasi ke 
sekolah, perkampungan, sampai perkotaan akan hukum yang 
menjerat apabila melakukan pencurian aliran listrik. 
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2. Saran penulis dalam upaya penanggulangan ini adalah penegakan 
hukum bagi pelaku pencurian aliran listrik, diharapkan diproses 
dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang berat 
agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera bagi 
pelaku. Dan sangat diharapkan kepada kepolisian serta penegak 
hukum untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku serta 
menyelesaikan perkara dengan cepat, efisien dan biaya ringan. 
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